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BUPATI ENREKANG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
 

NOMOR 4 TAHUN 2022021 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI ENREKANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam 

perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas 

dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022; 

 

  Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1822 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
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245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5373); 

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 926); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

DAN 

BUPATI  ENREKANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

TAHUN ANGGARAN  2022. 
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Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

Berjumlah Rp 1.420.183.922.016,00 bertambah dengan rincian sebagai berikut : 

a.  pendapatan daerah  Rp  1.065.557.067.436,00 

b.  belanja daerah  Rp  1.415.033.219.501,00 

 Surplus/(Defisit)   Rp    (349.476.152.065.00) 

c. pembiayaan Daerah  

 1. penerimaan   Rp     354.626.854.580,00 

 2. pengeluaran  Rp         5.150.702.515,00  

  pembiayaan netto   Rp     349.476.152.065,00 

Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Berkenaan      Rp                              0,00 

Pasal  2 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

a. pendapatan asli daerah Rp      176.262.839.970,00 

b. pendapatan transfer  Rp      887.294.227.466,00 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp          2.000.000.000,00  

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. pajak daerah     Rp       14.752.533.553,00 

b. retribusi daerah   Rp       58.897.523.071,00 

c. hasil pengelolaan kekayaan  daerah  Rp       18.741.119.760,00 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  Rp       83.871.663.586,00 

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan  : 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp     838.225.651.000,00 

b. pendapatan transfer antar daerah Rp       49.068.576.466,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang  sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. pendapatan hibah  Rp        2.000.000.000,00 

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undangan  Rp                             0,00  

Pasal  3 

(1) Belanja daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 

a. belanja operasi  Rp    762.392.758.073,00 

b. belanja modal  Rp    495.383.676.585,00 

c. belanja tidak terduga  Rp        2.000.000.000,00 

d. belanja transfer  Rp    155.256.784.843,00 
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(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja: 

a. belanja pegawai  Rp   428.380.977.080,00 

b. belanja barang dan jasa Rp   297.670.168.685,00 

c. belanja bunga Rp                           0,00 

d. belanja hibah Rp     35.941.612.308,00 

e. belanja bantuan sosial Rp          400.000.000,00 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri dari jenis 

belanja  : 

a. belanja modal tanah  Rp 1.025.000.000,00 

b. belanja modal peralatan mesin   Rp     57.518.041.083,00 

c. belanja modal gedung dan bangunan  Rp   135.996.924.932,00 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  Rp   299.712.978.450,00 

e. belanja modal aset tetap lainnya  Rp       1.130.732.120,00 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub c terdiri dari 

jenis belanja : 

a. belanja tidak terduga  Rp      2.000.000.000,00 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis 

belanja : 

a. belanja bagi hasil  Rp     5.200.303.443,00 

b. belanja bantuan keuangan  Rp 150.056.481.400,00 

Pasal   4 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e terdiri dari  : 

a. penerimaan pembiayaan  Rp 354.626.854.580,00 

b. pengeluaran pembiayaan  Rp     5.150.702.515,00 

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

 sebelumnya   Rp   23.401.854.580,00 

b. penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp 331.125.000.000,00 

c. penerimaan kembali pemberian pinjaman  Rp        100.000.000,00     

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan  : 

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo  Rp   5.150.702.515,00 
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Pasal  5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

a.  Lampiran I  :  Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

b.  Lampiran II  :  Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah  dan Organisasi 

SKPD; 

c.  Lampiran III  :  Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan 

d. Lampiran IV  :  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V  :  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI  :  Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

g. Lampiran VII  :  Daftar Piutang Daerah 

h. Lampiran VIII :  Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 

i. Lampiran IX  :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap 

Daerah; 

j. Lampiran  X  :  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset   Lain-

lain; 

k. Lampiran XI  :  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 

Anggaran ini; 

l. Lampiran XII  :  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

m. Lampiran XIII  :  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Enrekang. 

 

 

Ditetapkan di Enrekang 

Pada tanggal 31 Oktober 2022 

                          BUPATI ENREKANG, 

 
 

 

 

                                               MUSLIMIN BANDO 
 

 

 
 

 

Diundangkan di Enrekang 

Pada tanggal 31 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, 

 
 

 

 

BABA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  TAHUN 2022 NOMOR 4 
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